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Mengingat 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalarn Pasal 7 
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 ten tang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur, menyebutkan bahwa ketentuan Iebih lanjut 
mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan unit kerja 
dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan 
Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F'ungsi Serta 
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur. 

: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 t.entang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

3. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan 
Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
540 l); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor ·5587) sebagaimana telah diubah 
dua kali terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang perubahan kedua a.tas Unda.ng-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor I 
5679); 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 
2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka Timur. 
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kolaka Timur. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut 

UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang 
melaksanakan kegiatan t.elmis operasional dan/ a tau 
kcgiatan teknis penunjang tertentu. 

8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu 
dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupatcn Kolaka Timur. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTT.:JAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

MEMUTUSKAN: 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114). 

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi 
dan Kabupaten/Kota. 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21). 
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(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Tipe perangkat Daerah sebagairnana dirnaksud dalam 
Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B. 

(2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 
berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan bidang kesehatan, 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan 
pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Tipe Perangkat Daerah 

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
PasaJ 2, adalah Dinas Kesehatan. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang kesehatan diwadahi dalarn bentuk Dinas. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Bentuk Perangkat Daerah 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 
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( 1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bidang Kesehatan Masyarakat; 
ct. Bidang Pcncegahan dan Pengendalian Penyakit; 
e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya 

Kesehatan; 
I. Unit Pelaksana Tcknis Dinas: 
g. Kelornpok Jabatan F'ungsional; 

(2) Bagan struktur organisasi Dinas adaJah sebagaimana 
tercantum dalarn Lampiran Peraturan ini. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Pasal 8 

Dinas dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud 
pada ayat 6, Dinas menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, 

pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 
keschatan, kefarrnasian, alat kcschatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehat.an; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, 
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan 
keschatan, kefarmasian, alat kcsehatan dan perbekalan 
kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan; 

c. pelaksanaan evalusasi dan pelaporan di bidang kesehatan 
masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, 
pelayanan keschatan, kefarrnasian, alat keschatan dan 
perbekalan kesehaian rumah tangga scrta sumber daya 
kesehatan; 

d. pelaksanaan adrninisrrasi dinas sesuai dengan lingkup 
tugasnya; 

c. pelaksanaan fungsi Iain yang di berikan oleh Bupati terkait 
dengan bidang kesehatan. 

Pasal 7 

Dinas mempunyai tugas mernbantu bupati melaksanakan 
urusan Pemerintahan yang menjadi kcwenangan Daerah dan 
tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang 
kesehatan. 

Pasal6 
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( I j Sekrerariat terdiri atas : 
a. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan 

Masyarakat; 
b. Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum. 

(2) Sub Bagia.n sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin 
oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

Pasal 12 

Da.larn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasa.1 10 ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perurnusan kebijakan operasional tugas 

adrninistrasi di lingkungan Dinas; 
b. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan Dinas; 

c. pernantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di 
lingkungan Dinas; 

d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; 
e. pelaksanaan Iungsi lain yang dibcrikan oleh Kepala Dinas 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 11 

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, 
pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada 
seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas. 

(2) Sekretariat sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1), dipirnpin 
oleh Sekretaris yang berada di bawah dan 
bcrtanggungjawab kepada'Kepala Dinas. 

Pasa.1 10 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Kepala Dinas mernpunyai tugas mernirnpin, membina, 
mengoordinasikan, merencanakan serta menctapkan kebijal<an 
dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua 
kegiatan di bidang kesehatan serta bertanggung jawab atas 
terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

BABIV 
TUGAS DAN FUNGSI 
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Dalam menyelenggarakan iugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (!), 13idang Kesehatan Masyara.kat mernpu nyai 
fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

kesehatan keluarga, gizi rnasyarakat, promosi kesehatan, 
pemberdayaan rnasyarakat, kcsehatan Iingkungan, 
keschatan kerja dan olah raga; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 
kesehatan keluarga, gizi rnasyarakat, promosi kcsehatan, 
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kcsehatan kcrja dan olah raga; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 
pemberdayaan rnasyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga; 

d. pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan 
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, 
pernberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, 
kesehatan kerja dan olah raga; 

c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kcpala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

( 1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas 
rnelaksanakan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional di bidang kesehatan masyarakat, 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Kesehatan Masyarakat 

(1) Sub Bagian Program, lnformasi dan Hubungan Masyarakat 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1/ huruf a, 
mempunyai tugas mclaksanakan pcnyiapan dan koordinasi 
penyusunan rumusan program dan informasi serta 
pcnatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi 
tanggung jawab Dinas. 

(2) Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, 
mcmpunyai tugas melaksanaka.n penyiapan dan koordinasi 
penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset, 
penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan 
administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas. 

Pasal 13 
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(l) Bidang Penccgahan clan PengendaJian Penyakit mempunya.i 
tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, 
pencegahan dan pengendaJian penyakit menular, 
pencegahan clan pengendalian penyakit tidak menular dan 
kesehatan jiwa. 

(2) Bidang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dipimpin oleh 
KepaJa Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 18 

Bagian Keempat 
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 

( l) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 
sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perurnusan 
dan pelaksanaan kebijakan operaslonal, birnbingan teknis, 
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. 

(2) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagairnana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, birnbingan teknis dan 
supervisi, serta pernantauan, cvaluasi dan pelaporan di 
bidang prornosi dan pemberdayaan masyarakat. 

(3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah 
Raga sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 16 ayat (1) huruf 
c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan tcknis 
dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang keschatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah 
raga. 

Pasal 17 

( 1) Bidang Kesehatan Masyaraka.t terdiri atas : 
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 
b. Seksi Prornosi can Pemberdayaan Masyarakat; 
c. Seksi Kcsehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah 

Raga. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat [I], dipimpin olch 

Kepala Seksi yang bcrada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada KepaJa Bidang Kcschatan Masyarakat. 

Pasal 16 
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( 1) Scksi Surveilans dan lmunisasi scbagaimana dimaksud 
daJam PasaJ 20 ayat ( I J huruf a, mempunyai tu gas 
melaksanakan pcnyiapan pcrurnusan dan pelaksanaan 
kebijakan operaslonal, bimbingan teknis dan supervisi serta 
pemantauan, evaluasl dan pelaporan di bida.ng surveilans 
dan imunisasi. 

Pasal 21 

(1) Bidang Penccgahan dan Pengendahan Penyakit terdiri 
atas : 
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi; 
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; 
c. Seksi Pencegahan dan Pcngendalian Penyakit Tidak 

Menular serta Kesehatan Jiwa. 
(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang · Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit. 

Pasal 20 

Dalam melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (IJ, Kepala Bidang Pencegahan dan Pcngendalian 
Penyakit menyelenggarakan fungsi: 
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang 

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 
penyaJdt menular, penccgahan dan pengendalian penyakit 
tidak rnenular dan kesehatan jiwa; 

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang 
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian 
penyakit meriular, pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular dan kesehatan jiwa; 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
su rveilans dan irnunisasl, pencegahan dan pengcndalian 
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit 
tidak menular dan kesehatan jiwa; 

d. pernantauan, cvaluasi dan pelaporan di bidang surveilans 
dan irnunlsast, pcncegahan dan pengendalian penyakit 
menular, penccgahan dan pengendalian penyakit tidak 
menular dan kesehatan jiwa; 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Pasal 19 
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Dalam melaksanakan tugas sebaga.imana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat ( l), Bidang Pelayanan dan Surnber Daya 
Kesehatan mempunyai fungsi: 
a. penyiapan perurnusan kebijakan operasional di bidang 

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan 
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pe!ayanan 
kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rurnah tangga serta sumber daya 
manusia kesehatan: 

b. penyiapan pelaksana.an kcbijakan operasional di bidang 
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan 
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan 
kesehatan tradisional, kefarrnasian, alat kesehatan dan 
perbekalan kesehatan rurnah tangga serta sumber daya 
manusia keschatan; 

PasaJ 23 

(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Keschatan mernpunyai 
tugas melaksanakan pcrumusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan 
pelayanan kesehatan rujukan terrnasuk peningkatan 
mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarrnasian, 
alat kesehatan dan perbekalan kcschatan rumah tangga 
serta sumber daya manusia kesehatan. 

(2) Bi dang sebagaimana dirnaksud pad a ayat ( l j. dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal 22 

Bagian Kclima 
Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Keschatan 

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 
sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, 
mcmpunyai tugas melaksanakan pcnyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan opcrasional. bimbingan teknis dan 
supervisi sorta pemantauan, evaJuasi dan pelaporan di 
biclang penccgahan dan pcngendalian penyakit menular. 

(3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 
serta Kesehatan Jiwa sebaga.imana dimaksud dalarn Pasal 
20 ayat (I) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta 
pcmantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan 
dan pengendalian penyakit tidak mcnular serta keschatan 
jiwa. 
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(1) Scksi Pelayanan Keseha.tan sebagaimana dirnaksud dalam 
Pasal 24 ayat ( l) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan clan pelaksanaan kebijakan 
opcrasional, bimbingan teknis dan supervisi, pernantauan, 
evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas 
pelayanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer 
dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan 
kesehatan tradisional. 

(2) Seksi Kefarmasian, Alat Keschatan clan Perbekalan 
Kesehatan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan perumusan dan pelaksanaan kcbijakan 
operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta 
pernantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan 
kefarrnasian, alat kesehatan dan perbekaJan kesehatan 
rumah tangga. 

Pasa1 25 

Pasal 24 

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
pelayanan kesehatan primer clan pelayanan kesehatan 
rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan 
kesehatan tradisional, kefarrnasian, alat kesehatan clan 
perbekalan kesehatan rurnah tangga serta sumber daya 
manusia kesehatan; 

d. pemantauan, evaluasi, clan pelaporan cli bidang pelayanan 
kesehatan primer clan pelayanan kesehatan rujukan 
tcrmasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan 
tradisional, kefarrnasian, alat kesehatan dan perbckalan 
kesehatan rumah tangga serta sumber daya manu sia 
kesehatan. 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(1) Bidang Pelayanan dan Sumbcr Daya Kesehatan terdiri 
atas: 
a. Seksi Pelayanan Kesehatan: 
b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan clan Perbekalan 

Kesehatan Rumah Tangga; 
c. Seksi Sumber Daya Manusia Keschatan. 

(2) Seksi sebagairnana dimaksud pada ayat ( l), dipimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah clan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya 
Kesehatan. 
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(1) Kelompok .Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara 
dalam jenjang jabatan Iungsional yang terbagi dalam 
berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 29 

Kelompok Jabatan Fungsional mernpunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya. 

Pasal 28 

Bagian Ketujuh 
Kelompok .Jabatan Fungsional 

Pada saat mulai bcrlakunya Peraturan mi, UPTD yang 
tcrbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi 
dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, 
tetap rnelaksanakan tugasnya sampa.i dengan Peraturan Bupati 
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi scrta Tugas dan 
Fungsi UPTD yang baru diundangkan, 

Pasal 27 

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana 
Tcknis Dinas secara operasional di lapangan. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, 

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha 
clan .Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis 
Dinas. 

(4) Ketentuan mengena.i pembentukan dan susunan organisasi 
serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan 
secara tertulis kepada Gubemur Sulawesi Tenggara selaku 
Wakil Pemerintah Pusat. 

Pasal26 

Bagian Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai 
tu gas melaksanakan pcnyiapan perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan 
supervisi serta pernantauan, evaluasi dan pelaporan di 
bidang surnber claya manusia kesehatan. 
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Sckretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/KepaJa Seksi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggugjawab 
pada atasannya masing-masing dan rnenyampaikan Iaporan 
berkala tepet pada waktunya. 

Pasal 33 I 

Kepele Dines, memimpin den mengoordinasikan bawaha.nnya 
masing-masing dan memberiken bimbingen serte petunjuk 
terhadap pelekseneen rugas bawahannya. 

Pasal 32 

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya 
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-Iangkah yang diperlukan sesuai kerern uan peruridang­ 
undangan yang bcrlaku. 

Pasal 31 

melckat. 
pengawasan 

organisasi 
melaksanakan 

dilingkungan 

BABV 
TATA KER.JA 

Pasal 30 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan 
tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas. 

(3) Jumlah .Iabatan Fungsional sehagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1), ditcntu kan berdasarkan kebutuhan dan be ban 
kerja, 

(4) Jenis Jabatan Pungsional sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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( l) Dalam melaksanakan tu gas setiap pimpinan unit organisasi 
dan kelornpok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bail, dalam 
lingkungan masing-masing rnaupun antar satuan 
organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
instansi Jain diluar Pernerintah Daerah sesuai dengan tugas 
masing-masing. 

(2) Dalarn melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris 
dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit 
organisasi lainnya scsuai dengan t ugas pokok masing­ 
masing. 

(3) Setiap pemimpin satuan 
Pemerintah Daerah wajib 



(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalarn 
jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku, 

(2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas 
usu! Sekretaris Dacrah. 

(3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon lib atau jabatan 
pimpinan tinggi pratama. 

(4) Sekretaris lingkup Dinas merupakan jabatan eselon Illa 
atau jabatan administrator. 

(5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon lllb 
atau jabatan administrator. 

BAB VI 
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONIS/\Sl DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 39 

Atas dasar pertimbangan daya guna clan hasil guna masing­ 
masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat 
mcndelcgasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 38 

( 1) Dalarn hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris 
mclakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Sekretaris berhaJangan sebagai pelaksana 
Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang 
membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala 
Dinas. 

Pasal 37 

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kcpala 
Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kcpada bawahannya wajib mengadakan rapat 
berkala. 

Dalam menyampaikan laporan, ternbusan wajib disampaikan 
pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional 
mernpunyai hubungan kcrja. 

Pasal 36 

Pasal 35 

Pasal 34 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari 
bawahannya, wajib diolah dan digunakan scbagai bahan untuk 
menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan 
petunjuk teknis kepada bawahannya. 
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Pembina, Gol. IV/ a 
198003 17 200003 I 00 l 

SURYA HATT/1 AM 

Salinan sesua.i dengan aslinya 
KEP I\ BAGI~~ HUKUM, 

SERITA OAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 57 

SAMSUL BAHRI MADJ!D 

ttd 

Pih. SEKRETAR!S DAERAH 
K/\.BUPATEN KOLAKA TIMUR, 

Diundangkan di Tirawuta 
Pada tanggal Desember 2016 

TONY HERBIANSYAH 

ttd 

BUPATI KOLAKA TIMUR, 

Ditetapkan di Tirawuta 
Pada ranggal 7 Descmber 2016 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kolaka Timur. 

Pasal 40 

BAB VII 
KETENTU/\N PENUTUP 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas 
rnerupakan jabatan eselon !Va atau jabatan pengawas. 

(7) Pejabat eselon ill dan !V dilingkungan Dinas diangkat dan 
diberhcntikan oleh Bupati atas usu! Kcpala Dinas melalui 
Sekretaris Daerah. 

(8) Forrnasi dan pcrsyaratan jabatan pada Dinas ditctapkan 
dengan Peraturan Bupati, sesua.i pedornan yang ditetapkan 
oleh Pemerintah. 
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SURYA HATTI\ AM !'. LLM 
Pembina, Gol. IV /a 

19800317 200003 I 001 

TONY HERB!ANSYAH Salinan scsuai dcngan aslinya 
KEP A BAGIAN HUKUM, 

'- 

ttd 

BUPATI KOLAl<A TIMUR, 

' 
SEKRETARIS I 

KELOMPOK JABATAN 
_J FUNGSIONAL I I 

SU BAG SU BAG 
PROGRAM, INFORMASI & KEUANGAN, 

HUBUNGP.N KEPEGAWAIAN & UMUM 
MASYARAKAT 

I 
I l 

BIOANG SI DANG BJOANG KESEHATANMASYARAKAT 
PENCE GAHAN s PELA YANAN 

PENGENOAUAN PENYAKIT KESEHATAN s SUMSER 
DAYA KESEHATAN 

J _J I 
SEKSI SEKSI 

KESEHATAN KELUARGA 8 SEKSI 
GIZI MASYARAKA T 

I- SURVELIANS & - 
r PELA YANAN IMUNIS~.SI 

KESEHATAN 

SEKSI 
PROMOS!& SEKSI SEKSI PEMBERDAYAAN PENCE GAHAN & KEFARMASIAN, A ,-- 

MASYARAKAT I- PENGENDALIAN PENYAKIT LKES s PKRT r- 
lv!ENULAR 

SEKSI SEKSI Si::KSI KESEHATAN LINGKUNNGAN, PENCEGAHAN s - KESEHATAN KERJA 8 - PENGENOALIAN PENYAKIT - SUMBER DAYA OLAH RAGA TIDAK MENULAR SERTA MANUSIA KESEHATAN 
KESEHATAN KERJA 

UPTD 

KEPALA OINAS 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS KESEHATAN 

KABUPATEN KOLAKA TIMUR 

: PERATURAN BUPATJ KABUPAl'EN KOl,AKA TIMUR 
: 57 'l'AHUN 2016 

: KEOUDUKAN, SUSUNA~l ORGANJSASJ, TUCAS DA 
F'UNGSI, Si;;RTA TAT.~ KERJA DINAS KESEHA':'i\ 
KABUPATEN KOLAKA TIMUR. 

lAMPiRM; 
NO~OR 
TE:-ITANG 




